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kekuatan pembuktian yang sempurna mengenai hal-hal yang tercantum di
dalamnya. Kedudukan tersebut didasarkan pada Pasal 1868 dan Pasal 1870
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Meskipun
demikian, kekuatan pembuktian akta otentik tidak dapat dipahami sebagai
kekuatan yang mutlak dan tidak dapat dipersoalkan. Dalam praktik
penyelesaian sengketa perdata, masih dapat muncul permasalahan
mengenai kewenangan pejabat pembuat akta, pemenuhan persyaratan
formal, kebenaran keterangan yang dicantumkan, serta keabsahan
perbuatan hukum yang dituangkan di dalamnya. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis kedudukan akta otentik dalam sistem pembuktian
perdata, menguraikan batas-batas kekuatan pembuktiannya, dan
menjelaskan mekanisme pembuktian lawan terhadap akta yang
dipersengketakan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif
dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan
hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran terhadap ketentuan
hukum dan literatur yang berkaitan dengan pembuktian perdata serta
jabatan notaris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan
pembuktian akta otentik harus dinilai berdasarkan aspek lahiriah, formal,
dan materiil. Ketiga aspek tersebut mempunyai ruang lingkup yang
berbeda dan tidak selalu dapat disamakan dengan keabsahan hubungan
hukum yang dicatat dalam akta. Pembuktian lawan perlu didasarkan pada
alasan hukum dan alat bukti yang relevan, bukan hanya penyangkalan
sepihak. Oleh karena itu, hakim perlu menyeimbangkan kepastian hukum
yang diberikan oleh akta otentik dengan hak para pihak untuk memperoleh
pemeriksaan yang adil.

Keyword:

Akta Otentik; Hukum  Acara
Perdata; Kekuatan Pembuktian;
Pembuktian Lawan; Notaris.

@ © 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open
access article under the cC BY license

(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Pembuktian mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam penyelesaian perkara perdata
karena melalui proses pembuktian hakim dapat menilai apakah dalil yang disampaikan oleh para pihak
mempunyai dasar yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Dalam suatu perkara, penggugat
pada umumnya mengajukan tuntutan berdasarkan hak atau kepentingan hukum yang dianggap telah
dilanggar oleh tergugat. Sebaliknya, tergugat dapat mengajukan bantahan dengan menyampaikan alasan
bahwa tuntutan tersebut tidak mempunyai dasar atau tidak esuai dengan keadaan yang sebenarnya.
Perbedaan pendapat tersebut perlu diperiksa melalui mekanisme pembuktian agar hakim dapat
menentukan fakta-fakta yang relevan dengan sengketa.

Pembuktian tidak hanya berkaitan dengan jumlah alat bukti yang diajukan oleh para pihak,
tetapi juga dengan hubungan antara alat bukti tersebut dan peristiwa hukum yang dipermasalahkan.
Suatu dokumen dapat terlihat lengkap dan resmi, tetapi hakim tetap perlu memeriksa apakah dokumen
tersebut berhubungan dengan pokok perkara, dibuat sesuai dengan ketentuan hukum, dan dapat
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membuktikan hal yang menjadi dasar tuntutan. Oleh karena itu, hukum pembuktian berfungsi sebagai
pedoman untuk menentukan bagaimana fakta-fakta yang dikemukakan dalam persidangan dapat dinilai
secara rasional dan yuridis (Harahap, 2015).

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, alat bukti yang diakui dalam Pasal 1866 KUHPerdata
meliputi bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah (KUHPerdata, Pasal 1866).
Setiap alat bukti mempunyai karakteristik dan fungsi yang berbeda. Bukti tulisan digunakan untuk
menunjukkan adanya keterangan, pernyataan, atau tindakan hukum yang dituangkan dalam dokumen.
Bukti saksi dapat menjelaskan peristiwa yang diketahui oleh seseorang. Persangkaan membantu hakim
menarik kesimpulan dari fakta-fakta yang telah terbukti. Pengakuan dan sumpah juga memiliki
kedudukan tersendiri sesuai dengan ketentuan hukum pembuktian (Harahap, 2007).

Di antara berbagai alat bukti tersebut, bukti tulisan mempunyai peranan yang penting karena
banyak hubungan hukum masyarakat dituangkan dalam bentuk dokumen. Perjanjian jual beli,
perjanjian utang piutang, pemberian kuasa, pendirian badan usaha, perjanjian kerja sama, dan tindakan
hukum lainnya sering kali didokumentasikan untuk memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban
para pihak. Dokumen tertulis dapat membantu mengurangi ketidakpastian ketika salah satu pihak
menyangkal pernah membuat suatu kesepakatan atau ketika timbul perbedaan penafsiran terhadap isi
perjanjian.

Pasal 1867 KUHPerdata membedakan pembuktian tertulis menjadi tulisan otentik dan tulisan
di bawah tangan (KUHPerdata, Pasal 1868). Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa hukum
memberikan karakteristik pembuktian yang tidak sama terhadap setiap dokumen. Akta otentik
memperoleh kedudukan istimewa karena dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang
oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang. Adapun tulisan di bawah tangan pada umumnya
dibuat oleh para pihak tanpa keterlibatan pejabat umum dalam proses pembuatannya, sehingga kekuatan
pembuktiannya tunduk pada ketentuan yang berlaku terhadap dokumen tersebut.

Pengertian akta otentik dapat ditemukan dalam Pasal 1868 KUHPerdata. Berdasarkan
ketentuan tersebut, suatu akta dapat dikategorikan sebagai akta otentik apabila dibuat dalam bentuk
yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, dan
dibuat dalam lingkup kewenangan pejabat tersebut.Ketiga unsur tersebut mempunyai hubungan yang
erat. Suatu dokumen tidak cukup hanya mempunyai bentuk yang menyerupai dokumen resmi. Status
otentiknya juga bergantung pada terpenuhinya persyaratan mengenai pembuat, bentuk, dan kewenangan
yang diberikan oleh hukum.

Kedudukan akta otentik semakin penting ketika para pihak menggunakan dokumen tersebut
sebagai dasar untuk menegaskan adanya hak atau kewajiban. Dalam sengketa jual beli tanah, misalnya,
akta dapat digunakan untuk menjelaskan perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak. Dalam
sengketa utang piutang, akta dapat mencatat kesepakatan mengenai jumlah utang, kewajiban
pembayaran, serta syarat-syarat yang disetujui. Dalam hubungan hukum perusahaan, akta dapat menjadi
dokumen untuk menerangkan keputusan atau perbuatan hukum tertentu sesuai dengan jenis aktanya.
Keberadaan akta membantu membentuk kepastian mengenai tindakan hukum yang dilakukan (Adjie,
2008).

Pasal 1870 KUHPerdata menyatakan bahwa akta otentik memberikan bukti yang sempurna
bagi para pihak yang berkepentingan, para ahli waris, dan pihak yang memperoleh hak dari mereka
mengenai hal-hal yang termuat dalam akta tersebut.Kekuatan pembuktian sempurna berarti bahwa akta
otentik pada prinsipnya menyediakan dasar pembuktian yang kuat terhadap hal-hal yang memang
tercakup dalam ruang lingkup pembuktiannya. Dengan kata lain, pihak yang mengajukan akta tidak
selalu harus cmenghadirkan alat bukti tambahan untuk membuktikan kembali setiap hal yang secara
sah telah dicatat dalam akta.

Kekuatan pembuktian sempurna tidak sama dengan kekuatan pembuktian yang mutlak. Akta
otentik tetap dapat dipersoalkan apabila terdapat alasan hukum yang relevan, misalnya mengenai
kewenangan pejabat, pemenuhan persyaratan formal, keaslian dokumen, kebenaran suatu keterangan,
atau keabsahan perbuatan hukum yang menjadi dasar pembuatan akta. Hal ini penting karena fungsi
akta adalah memberikan kepastian hukum terhadap tindakan yang dicatat, bukan menghapus seluruh
kemungkinan terjadinya kesalahan, penyimpangan, atau sengketa (Mertokusumo, 2009).

Permasalahan menjadi lebih kompleks ketika salah satu pihak menyangkal kebenaran
keterangan yang tercantum dalam akta. Dalam kondisi tersebut, perlu diperiksa apakah keberatan yang
diajukan berkaitan dengan keaslian dokumen, kewenangan pejabat pembuat akta, pemenuhan
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persyaratan formal, atau kebenaran isi akta. Pemeriksaan tersebut diperlukan agar hakim dapat
menentukan sejauh mana akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian dalam perkara yang sedang
diperiksa.bagi para pihak yang berkepentingan, para ahli waris, dan pihak yang memperoleh hak dari
mereka mengenai hal-hal yang termuat dalam akta tersebut (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014). Kekuatan pembuktian sempurna berarti bahwa akta otentik
pada prinsipnya menyediakan dasar pembuktian yang kuat terhadap hal-hal yang memang tercakup
dalam ruang lingkup pembuktiannya. Dengan kata lain, pihak yang mengajukan akta tidak selalu harus
menghadirkan alat bukti tambahan untuk membuktikan kembali setiap hal yang secara sah telah dicatat
dalam akta.

Selain itu, perlu dibedakan antara keterangan yang disampaikan oleh para penghadap dan fakta
yang secara langsung dilakukan atau disaksikan oleh pejabat pembuat akta. Kedua hal tersebut tidak
selalu memiliki jaminan kebenaran yang sama. Fakta yang dilakukan atau disaksikan langsung oleh
pejabat dalam menjalankan tugasnya perlu dibedakan dari keterangan yang hanya berasal dari para
penghadap. Pembedaan ini penting untuk menentukan batas kekuatan pembuktian materiil suatu akta,
sehingga isi akta tidak serta-merta dianggap benar seluruhnya dan tidak dapat dibantah oleh pihak lain.

Permasalahan lain berkaitan dengan batas hubungan antara keterangan yang dinyatakan oleh
penghadap dan fakta yang secara langsung dilakukan atau disaksikan oleh pejabat pembuat akta. Tidak
seluruh keterangan yang dicantumkan dalam suatu akta otomatis mempunyai jaminan kebenaran yang
sama. Hal-hal yang secara langsung dilakukan atau disaksikan oleh pejabat dalam kapasitas jabatannya
perlu dibedakan dari keterangan mengenai keadaan yang hanya disampaikan oleh para penghadap. Oleh
karena itu, tidak semua keterangan yang dicantumkan dalam akta secara otomatis memiliki tingkat
kebenaran yang sama.Pembedaan ini berkaitan dengan ruang lingkup kekuatan pembuktian materiil dan
penting untuk menghindari anggapan bahwa semua pernyataan di dalam akta selalu benar tanpa
kemungkinan bantahan (Taliwongso, 2022).

Persoalan tersebut juga berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan notaris. Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 memberikan dasar hukum mengenai kewenangan dan kewajiban notaris dalam
menjalankan jabatannya (Adjie, 2008). Notaris mempunyai kewenangan membuat akta otentik
mengenai perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan
atau dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan, sepanjang pembuatannya tidak menjadi kewenangan
pejabat lain atau dikecualikan bagi pihak lain menurut undang-undang. Dalam menjalankan
kewenangan tersebut, notaris perlu memenuhi persyaratan dan kewajiban yang telah ditentukan.

Kekuatan akta otentik juga perlu dipahami dalam kaitannya dengan prinsip pembebanan
pembuktian. Pasal 1865 KUHPerdata mengatur bahwa pihak yang mengaku mempunyai suatu hak atau
mengemukakan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya maupun membantah hak pihak lain wajib
membuktikan hak atau peristiwa yang dikemukakannya (KUHPerdata, Pasal 1865). Ketentuan ini
menjadi dasar bahwa para pihak harus menjelaskan hubungan antara dalil yang diajukan dan alat bukti
yang digunakan. Dalam sengketa yang melibatkan akta otentik, keberadaan dokumen tersebut
mempunyai arti penting, tetapi tidak menghilangkan keharusan untuk menilai pokok sengketa dan
alasan bantahan yang diajukan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada tiga permasalahan. Pertama,

bagaimana kedudukan akta otentik dalam sistem pembuktian perdata Indonesia? Kedua, apa saja batas
yuridis yang memengaruhi kekuatan pembuktian akta otentik dalam sengketa perdata? Ketiga,
bagaimana pembuktian lawan dan peran hakim dalam menilai keberatan terhadap akta otentik agar
tercipta keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan?
Penelitian ini bertujuan menjelaskan kedudukan akta otentik sebagai alat bukti tertulis, menganalisis
batas kekuatan pembuktiannya, dan menguraikan cara menilai pembuktian lawan terhadap akta yang
dipersengketakan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis bagi
pengembangan ilmu hukum acara perdata, khususnya mengenai hubungan antara kekuatan pembuktian
akta otentik dan mekanisme pembuktian dalam persidangan.

Secara praktis, pembahasan ini diharapkan dapat membantu masyarakat memahami bahwa akta
otentik bukan sekadar dokumen yang dibuat dalam bentuk resmi, melainkan dokumen yang kekuatan
pembuktiannya bergantung pada persyaratan hukum dan ruang lingkup hal-hal yang dicatat di
dalamnya. Bagi pejabat pembuat akta, kajian ini menegaskan pentingnya ketelitian dan kepatuhan
terhadap ketentuan jabatan. Bagi hakim dan para praktisi hukum, pembahasan ini menekankan perlunya
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pemeriksaan yang proporsional terhadap keberatan atas akta tanpa mengabaikan kedudukan akta otentik
sebagai alat bukti yang kuat.

Kebaruan pembahasan dalam penelitian ini diletakkan pada penguraian hubungan antara tiga
dimensi kekuatan pembuktian akta otentik, mekanisme pembuktian lawan, dan penilaian hakim
terhadap keberatan yang diajukan para pihak. Pembahasan tidak hanya menempatkan akta otentik
sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, tetapi juga menelaah ruang lingkup
dan batas penggunaannya agar tidak diperluas melampaui hal-hal yang memang dapat dibuktikan
melalui akta tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus
pada pengkajian norma hukum, asas hukum, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Soekanto, 1986). Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis kedudukan akta otentik sebagai alat bukti dalam perkara perdata, kekuatan
pembuktiannya, serta batas-batas hukum yang memengaruhi penilaian terhadap akta tersebut.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute
approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach).
Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang berkaitan dengan
pembuktian perdata dan jabatan notaris. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep
akta otentik, kekuatan pembuktian sempurna, serta aspek pembuktian lahiriah, formal, dan materiil
melalui pandangan para ahli dan literatur hukum yang relevan ~ (Wiraguna, 2025).

Selanjutnya, pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji penerapan ketentuan hukum dalam
penyelesaian sengketa perdata. Dalam penelitian ini, pendekatan tersebut dikaitkan dengan kajian
mengenai Putusan Nomor 347/Pdt.G/2012/PN.Mdn. Kajian terhadap perkara tersebut digunakan untuk
memberikan gambaran mengenai penerapan kekuatan pembuktian akta otentik dalam praktik peradilan.
Penggunaan pendekatan ini juga didukung oleh kajian penelitian hukum yang membahas penerapan
metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum di Indonesia.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembuktian
perdata dan jabatan notaris. Adapun bahan hukum sekunder mencakup buku-buku hukum, artikel jurnal
ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Seluruh
bahan hukum tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan (/ibrary research), yaitu dengan menelusuri,
membaca, dan mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan dengan permasalahan penelitian
(Wiraguna, 2025).

Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode
deskriptif-analitis. Analisis dilakukan dengan menguraikan ketentuan peraturan perundang-undangan,
menghubungkannya dengan konsep dan doktrin hukum, serta menelaah batas kekuatan pembuktian
akta otentik dalam perkara perdata. Hasil analisis selanjutnya disusun secara sistematis untuk menjawab
permasalahan yang telah dirumuskan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Kedudukan Akta Otentik dalam Sistem Pembuktian Perdata

1. Pengertian dan dasar hukum akta otentik

Akta otentik merupakan dokumen yang mempunyai kedudukan khusus dalam sistem
pembuktian perdata karena pembuatannya harus memenuhi ketentuan hukum tertentu dan melibatkan
pejabat umum yang berwenang (KUHPerdata, Pasal 1868). Kedudukan tersebut tidak hanya berasal
dari bentuk dokumen yang terlihat resmi, tetapi juga dari proses pembuatannya yang diatur oleh
peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penentuan apakah suatu dokumen merupakan akta
otentik harus dilakukan dengan memperhatikan dasar hukum, bentuk akta, dan kewenangan pejabat
yang membuatnya.

Pasal 1868 KUHPerdata menjadi landasan utama dalam menentukan pengertian akta otentik.
Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu akta dibuat dalam
bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum, dan pejabat
tersebut mempunyai kewenangan untuk membuat akta di tempat akta dibuat. Ketiga unsur tersebut
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merupakan satu kesatuan. Apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, status dan akibat hukum dokumen
harus dinilai berdasarkan ketentuan yang berlaku terhadap jenis pelanggarannya (Louisa & Putra,
2023).

Unsur bentuk mensyaratkan bahwa pembuatan suatu akta harus tunduk secara ketat pada format
dan tata cara yang digariskan oleh peraturan perundang-undangan. Formalitas tersebut mencakup
sistematika akta, muatan klausula wajib, mekanisme pencatatan, keabsahan tanda tangan, hingga
prosedur administratif lainnya yang melekat pada karakter akta yang bersangkutan. Standar bentuk ini
menjadi instrumen esensial untuk memastikan proses pembuatan dan substansi akta dapat diuji
validitasnya secara yuridis. Melalui standar baku tersebut, baik masyarakat maupun institusi peradilan
dapat secara jelas membedakan antara dokumen autentik yang diterbitkan berdasarkan hukum positif
dengan dokumen lain yang sekadar menyerupai akta resmi (Marpaung & Putrijanti, 2026).

Sementara itu, unsur pejabat umum berkaitan erat dengan legitimasi kewenangan subjek hukum
yang menerbitkan akta. Notaris merupakan salah satu pejabat umum yang memperoleh kewenangan
secara atributif berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris untuk membuat akta autentik.oleh
Undang-Undang Jabatan Notaris untuk merumuskan dan mengesahkan akta otentik. Keberadaan
pejabat umum ini memberikan kepastian bahwa proses pembuatan akta telah diawasi dan disahkan oleh
pihak yang berwenang menurut hukum. Dengan demikian, kewenangan notaris bukanlah kewenangan
yang tidak terbatas. Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur ruang lingkup kewenangan
notaris dalam membuat akta otentik mengenai perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang ditentukan
oleh peraturan perundang-undangan atau dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan, sepanjang tidak
menjadi kewenangan pejabat atau pihak lain yang ditentukan undang-undang (KUHPerdata, Pasal
1870).

Unsur kewenangan juga mencakup kesesuaian antara jabatan pejabat dan jenis tindakan yang
dilakukan. Pejabat tidak dapat membuat setiap jenis akta hanya karena memiliki jabatan resmi. Ia harus
bertindak sesuai dengan lingkup kewenangan yang diberikan kepadanya. Selain itu, aspek tempat dan
persyaratan pelaksanaan kewenangan perlu diperhatikan sesuai dengan ketentuan yang mengatur
jabatan tersebut. Dengan demikian, status otentik suatu akta tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan
keberadaan tanda tangan, cap, atau format dokumen.

2. Perbedaan akta otentik dan akta di bawah tangan

Perbedaan antara akta otentik dan akta di bawah tangan merupakan bagian penting dalam
sistem pembuktian perdata. Pasal 1867 KUHPerdata mengakui pembuktian tertulis melalui tulisan
otentik maupun tulisan di bawah tangan. Perbedaan kedua jenis dokumen tersebut terutama terletak
pada proses pembuatan dan ketentuan yang menentukan kekuatan pembuktiannya.

Akta otentik dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang dan memenuhi bentuk
yang ditentukan undang-undang. Adapun akta di bawah tangan pada umumnya disusun serta
ditandatangani oleh para pihak tanpa dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum dalam kapasitas
jabatannya. Akta di bawah tangan tetap dapat mempunyai nilai pembuktian, tetapi cara menilai
kekuatan pembuktiannya mengikuti ketentuan mengenai tulisan di bawah tangan dan keadaan perkara
yang diperiksa (Ayu, 2017).

Sebagai contoh, dua orang membuat surat perjanjian utang piutang yang ditandatangani oleh
keduanya tanpa melibatkan notaris. Dokumen tersebut dapat menjadi bukti adanya kesepakatan apabila
persyaratan pembuktiannya terpenuhi. Namun, jika para pihak menuangkan perjanjian dalam akta
otentik di hadapan notaris sesuai dengan peraturan yang berlaku, akta tersebut memperoleh karakter
pembuktian yang berbeda karena proses pembuatannya memenuhi unsur autentisitas.

Perbedaan tersebut tidak berarti bahwa semua akta di bawah tangan selalu lemah atau bahwa
setiap akta otentik pasti menyelesaikan seluruh persoalan hukum. Kekuatan masing-masing dokumen
tetap bergantung pada ketentuan yang berlaku, hal yang hendak dibuktikan, dan persoalan yang sedang
dipersengketakan. Akta otentik mempunyai keunggulan dalam hal kekuatan pembuktian yang diberikan
oleh undang-undang, tetapi ruang lingkupnya harus tetap ditentukan berdasarkan isi akta dan sifat fakta
yang dicatat.

Pasal 1869 KUHPerdata juga menunjukkan bahwa akibat dari tidak terpenuhinya syarat
autentisitas tidak selalu berupa hilangnya seluruh nilai pembuktian dokumen. Jika suatu akta tidak dapat
diperlakukan sebagai akta otentik karena pejabat yang bersangkutan tidak berwenang atau tidak cakap,
atau karena cacat bentuk, akta tersebut dapat mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan
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apabila ditandatangani oleh para pihak. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa hukum membedakan
status formal dokumen dari kemungkinan dokumen tersebut tetap digunakan sebagai bukti.

Oleh karena itu, ketika suatu akta dipersoalkan, hakim perlu menentukan terlebih dahulu apa
yang sebenarnya menjadi keberatan. Apakah masalahnya terletak pada kewenangan pejabat, bentuk
akta, tanda tangan para pihak, atau kebenaran isi dokumen? Jawaban atas pertanyaan tersebut
menentukan ketentuan yang harus diterapkan dan akibat hukum yang mungkin timbul. Pemeriksaan
yang langsung menyimpulkan bahwa akta tidak mempunyai nilai hanya karena terdapat satu keberatan
dapat mengabaikan perbedaan antara cacat autentisitas dan nilai pembuktian dokumen.

3. Fungsi akta otentik bagi kepastian hukum

Akta otentik berfungsi sebagai sarana untuk memberikan kepastian mengenai tindakan hukum
yang dilakukan oleh para pihak. Dalam hubungan hukum yang mempunyai nilai ekonomi atau
kepentingan pribadi yang besar, dokumentasi yang jelas diperlukan untuk mengurangi risiko perbedaan
pendapat di kemudian hari. Akta dapat membantu menunjukkan identitas penghadap, waktu pembuatan,
pernyataan yang disampaikan, dan tindakan yang dicatat sesuai dengan jenis serta isi akta tersebut.

Fungsi kepastian hukum tersebut berkaitan dengan kebutuhan masyarakat terhadap dokumen
yang dapat digunakan apabila terjadi sengketa. Tanpa dokumentasi yang memadai, para pihak mungkin
mengalami kesulitan dalam membuktikan isi kesepakatan yang pernah dibuat. Perbedaan ingatan atau
perubahan sikap salah satu pihak dapat menimbulkan persoalan baru. Akta otentik membantu
mengurangi masalah tersebut karena mempunyai struktur dan prosedur pembuatan yang ditentukan
hukum (Syahrudin & Musyafah, 2025).

Dalam konteks perjanjian, akta otentik juga dapat membantu memperjelas rumusan hak dan
kewajiban. Ketika suatu perjanjian mencantumkan objek, nilai transaksi, jangka waktu, dan kewajiban
masing-masing pihak secara jelas, akta dapat membantu hakim menilai hubungan hukum apabila terjadi
perselisihan. Namun, fungsi tersebut tetap bergantung pada isi akta yang benar-benar dibuat. Akta tidak
dapat digunakan untuk membuktikan seluruh fakta yang tidak termasuk dalam keterangan atau tindakan
hukum yang dicatat di dalamnya.

Sebagai contoh, suatu akta mencatat bahwa para pihak sepakat melakukan jual beli dengan
harga tertentu. Akta itu dapat menjadi bukti mengenai pernyataan dan kesepakatan yang tercantum di
dalamnya sesuai dengan ruang lingkup kekuatan pembuktiannya. Akan tetapi, apabila muncul sengketa
mengenai apakah seluruh kewajiban setelah penandatanganan telah dilaksanakan, hakim perlu
memperhatikan isi akta dan bukti lain yang relevan dengan pelaksanaan kewajiban tersebut.
Keberadaan akta tidak secara otomatis membuktikan setiap kejadian yang berlangsung setelah akta
dibuat (Sidik & Apriana, 2026).

Dengan demikian, fungsi akta otentik adalah memperkuat kepastian mengenai tindakan hukum
yang dicatat secara sah. Fungsi tersebut perlu dijaga agar para pihak mempunyai kepercayaan terhadap
sistem dokumentasi hukum. Pada saat yang sama, perlindungan terhadap kekuatan akta tidak boleh
ditafsirkan sebagai larangan untuk mengajukan keberatan yang mempunyai dasar hukum. Kepastian
hukum akan lebih kuat apabila didukung oleh proses pembuatan yang benar dan mekanisme
pemeriksaan yang dapat menanggapi sengketa secara adil.

4. Kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat

Pasal 1870 KUHPerdata memberikan dasar bagi kekuatan pembuktian sempurna akta otentik
di antara para pihak yang berkepentingan, para ahli waris, dan pihak yang memperoleh hak dari mereka.
Dalam pengertian ini, akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang secara hukum diakui
terhadap hal-hal yang tercakup dalam akta tersebut (KUHPerdata, Pasal 1871). Kekuatan itu membantu
menghindari keharusan untuk membuktikan kembali setiap hal yang telah dicatat secara sah dalam akta
melalui alat bukti tambahan.

Meskipun demikian, istilah “sempurna” tidak boleh dilepaskan dari konteks pasal yang
mengaturnya. Kekuatan tersebut berkaitan dengan apa yang termuat dalam akta dan kepada siapa
kekuatan itu diberikan. Artinya, akta tidak serta-merta menjadi bukti yang sempurna untuk setiap fakta
yang diperdebatkan dalam perkara. Hakim tetap harus memeriksa apakah fakta yang hendak dibuktikan
memang termasuk dalam ruang lingkup isi akta dan apakah keberatan yang diajukan berkaitan dengan
hal-hal yang dapat memengaruhi kekuatan pembuktiannya.

Kekuatan pembuktian yang mengikat juga perlu dipahami sesuai dengan sistem hukum
pembuktian. Ketika suatu akta memenuhi persyaratan hukum dan tidak terdapat alasan yang dapat
mengurangi atau menyangkal kekuatan pembuktiannya, hakim pada prinsipnya harus mengakui
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kekuatan yang diberikan oleh undang-undang terhadap hal-hal yang dicatat dalam akta. Akan tetapi,
pengakuan tersebut tidak menghalangi pemeriksaan terhadap dugaan cacat atau persoalan hukum yang
relevan. Pembuktian lawan perlu dinilai berdasarkan ketentuan hukum, bukan ditolak hanya karena
dokumen yang diajukan berbentuk akta otentik (Harahap & Ikhwansyah, 2018).

Pembahasan Taliwongso mengenai kedudukan akta otentik dalam persidangan perdata
menunjukkan pentingnya memahami akta sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian
lahiriah, formal, dan materiil. Ketiga aspek tersebut membantu menjelaskan bahwa kekuatan akta tidak
hanya menyangkut penampilan dokumen, tetapi juga proses pencatatan serta isi yang dibuktikan
(Taliwongso, 2022). Namun, ketiganya harus diterapkan secara tepat agar tidak menimbulkan anggapan
bahwa semua keterangan yang tertulis dalam akta mempunyai karakter pembuktian yang identik.

Dengan demikian, kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat tidak seharusnya dipahami
sebagai kekebalan akta dari pemeriksaan. Konsep tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepastian
hukum terhadap dokumen yang dibuat sesuai dengan ketentuan. Pada waktu yang sama, hukum tetap
menyediakan ruang bagi penilaian terhadap bukti yang diajukan apabila terdapat persoalan mengenai
autentisitas, kebenaran isi, atau keabsahan perbuatan hukum yang bersangkutan.

B. Batas Kekuatan Pembuktian Akta Otentik dalam Sengketa Perdata
1. Batas berdasarkan persyaratan autentisitas

Kekuatan pembuktian akta otentik pertama-tama dibatasi oleh pemenuhan persyaratan

autentisitas. Akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan
pejabat umum yang berwenang. Apabila terdapat masalah terhadap unsur-unsur tersebut, status
dokumen harus diperiksa berdasarkan sifat pelanggaran dan ketentuan yang mengaturnya. Pemeriksaan
ini penting karena sebutan atau tampilan resmi pada suatu dokumen tidak cukup untuk menetapkan
bahwa dokumen tersebut memenuhi seluruh persyaratan sebagai akta otentik.
Masalah autentisitas dapat berkaitan dengan kewenangan pejabat, prosedur pembuatan akta, maupun
pemenuhan persyaratan bentuk. Ketika salah satu pihak mengajukan keberatan mengenai hal-hal
tersebut, hakim perlu mengidentifikasi bagian yang dianggap tidak terpenuhi. Tidak semua pelanggaran
mempunyai akibat hukum yang sama. Ada keadaan yang berkaitan dengan status autentik akta, ada pula
keadaan yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pejabat atau keabsahan perbuatan hukum yang
dicatat.

Pasal 1869 KUHPerdata memberikan gambaran mengenai akibat akta yang tidak dapat
diperlakukan sebagai akta otentik karena pejabat tidak berwenang atau tidak cakap atau karena cacat
bentuk. Apabila akta tersebut ditandatangani oleh para pihak, dokumen itu dapat mempunyai kekuatan
sebagai tulisan di bawah tangan (Wiraguna, 2026).Dengan demikian, penilaian harus dilakukan dengan
membedakan hilangnya status otentik dari kemungkinan tetap adanya nilai pembuktian sebagai
dokumen di bawah tangan.

Dalam praktik sengketa, perbedaan tersebut dapat menentukan ruang lingkup pemeriksaan
hakim. Jika masalah yang terbukti hanya berkaitan dengan cacat bentuk yang mengakibatkan akta tidak
memenuhi syarat autentisitas, hakim perlu mempertimbangkan apakah dokumen tersebut masih
memenuhi persyaratan sebagai tulisan di bawah tangan.Namun, apabila persoalan juga menyangkut
tanda tangan atau persetujuan salah satu pihak, pemeriksaan tidak berhenti pada bentuk dokumen.
Hakim perlu menilai bukti mengenai keterlibatan dan pernyataan para pihak sesuai dengan ketentuan
pembuktian yang relevan (Nurazizah & Jaman, 2025).

Batas autentisitas juga menunjukkan pentingnya kehati-hatian dalam menggunakan istilah
“batal demi hukum”. Tidak setiap kekurangan formal secara otomatis menyebabkan seluruh perbuatan
hukum yang dicatat dalam akta menjadi batal. Akibat hukumnya harus ditentukan berdasarkan norma
yang berlaku dan sifat masalah yang terbukti. Hilangnya status akta sebagai akta otentik, misalnya,
tidak selalu sama dengan batalnya perjanjian antara para pihak. Sebaliknya, suatu perjanjian juga dapat
dipersoalkan secara substantif sekalipun dokumen yang memuatnya memenuhi persyaratan autentisitas.
2. Batas berdasarkan kewenangan pejabat pembuat akta

Kewenangan pejabat merupakan unsur yang menentukan status autentik suatu akta. Akta harus
dibuat oleh pejabat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan tersebut dalam lingkup
jabatan dan tempat yang relevan. Apabila pejabat bertindak di luar kewenangannya, status dan akibat
hukum akta perlu ditentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa
kewenangan tidak hanya merupakan persoalan administratif, melainkan juga berkaitan dengan dasar
pemberian kekuatan pembuktian oleh hukum (Rifai & Iftitah, 2018).
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Dalam konteks notaris, Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan kewenangan
membuat akta otentik dalam ruang lingkup yang ditentukan oleh undang-undang. Kewenangan tersebut
harus dijalankan sesuai dengan ketentuan jabatan. Notaris tidak dapat mengabaikan ketentuan mengenai
bentuk, tata cara pembuatan, atau persyaratan lainnya dengan alasan bahwa para pihak telah sepakat
atas isi akta. Persetujuan para pihak merupakan hal penting, tetapi tidak menggantikan kewajiban untuk
mengikuti peraturan yang mengatur pembuatan akta.

Kewenangan juga berkaitan dengan fungsi pejabat sebagai pihak yang memberikan jaminan
formal terhadap proses pembuatan akta. Pejabat umum bukan sekadar pihak yang membubuhkan tanda
tangan atau stempel. la menjalankan fungsi yang telah diatur oleh undang-undang, termasuk memenuhi
ketentuan mengenai penyusunan dan penyimpanan akta serta kewajiban profesional lain sesuai dengan
jabatan yang dijalankan. Oleh karena itu, pelaksanaan kewenangan harus dapat dipertanggungjawabkan
menurut aturan yang berlaku (Husen & Mahfud, 2026).

Jika muncul keberatan bahwa akta dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang, persoalan tersebut
perlu dibuktikan melalui fakta dan dokumen yang relevan. Pihak yang mengajukan keberatan
seharusnya menjelaskan dasar keberatan, misalnya mengenai lingkup kewenangan atau ketentuan
bentuk yang diduga dilanggar. Hakim selanjutnya harus menghubungkan bukti tersebut dengan norma
yang relevan. Tidak cukup hanya menyatakan bahwa akta dibuat secara tidak benar tanpa menunjukkan
unsur hukum mana yang dianggap tidak terpenuhi (Abdillah, 2023).

Pemeriksaan kewenangan juga harus dilakukan secara proporsional. Tidak semua kesalahan
administratif mempunyai akibat yang sama terhadap keotentikan akta. Hakim perlu memeriksa apakah
ketentuan yang dilanggar memang menentukan status akta, menimbulkan konsekuensi lain bagi pejabat,
atau memengaruhi keabsahan perbuatan hukum yang dicatat. Pendekatan ini membantu menghindari
kesimpulan yang terlalu luas dan menjaga konsistensi penerapan hukum.

3. Batas berdasarkan ruang lingkup isi akta

Kekuatan pembuktian akta otentik juga dibatasi oleh hal-hal yang benar-benar tercantum di
dalamnya. Akta dapat membuktikan adanya pernyataan, tindakan, atau perbuatan hukum yang dicatat
sesuai dengan sifat dan ketentuan akta. Namun, akta tidak secara otomatis membuktikan semua
peristiwa yang berhubungan dengan para pihak, khususnya peristiwa yang terjadi di luar proses
pembuatan akta atau hal yang tidak tercakup dalam isinya.

Batas tersebut penting karena suatu hubungan hukum sering kali melibatkan rangkaian
peristiwa yang berlangsung sebelum dan sesudah akta dibuat. Misalnya, akta perjanjian dapat memuat
kesepakatan mengenai pembayaran secara bertahap. Keberadaan akta membantu membuktikan
kesepakatan tersebut, tetapi apabila timbul sengketa tentang apakah cicilan telah dibayar seluruhnya,
diperlukan penilaian terhadap bukti pelaksanaan pembayaran. Akta yang memuat kewajiban tidak
selalu menjadi bukti bahwa seluruh kewajiban tersebut telah dipenuhi setelah akta ditandatangani
(Utami, 2019).

Demikian pula dalam hubungan jual beli, akta dapat mencatat tindakan hukum dan pernyataan
yang dibuat dalam proses transaksi. Akan tetapi, sengketa mengenai penguasaan fisik objek,
pemenuhan kewajiban yang muncul kemudian, atau tindakan pihak lain setelah pembuatan akta perlu
diperiksa berdasarkan bukti yang sesuai. Hakim tidak seharusnya memperluas kekuatan pembuktian
akta sehingga mencakup fakta yang tidak tercatat atau tidak dapat ditentukan hanya dari akta tersebut.
Batas isi akta berhubungan dengan Pasal 1871 KUHPerdata yang mengatur bahwa akta otentik tidak
memberikan bukti sempurna terhadap setiap hal yang dimuat sebagai penuturan belaka, kecuali apabila
hal yang dituturkan mempunyai hubungan langsung dengan pokok isi akta (Taliwongso,
2022).Ketentuan ini menjadi dasar untuk membedakan pernyataan yang berkaitan langsung dengan
pokok perbuatan hukum dari keterangan yang hanya dicantumkan sebagai penuturan. Oleh sebab itu,
penilaian terhadap kekuatan materiil suatu akta harus memperhatikan jenis pernyataan yang dicatat dan
hubungan pernyataan tersebut dengan pokok akta (Herpa & Prasetyawati, 2026).

Pembedaan ini tidak berarti bahwa semua keterangan yang berasal dari penghadap otomatis
tidak dapat dipercaya. Maksudnya adalah bahwa nilai pembuktian setiap keterangan perlu ditempatkan
pada ruang lingkup yang tepat. Hal-hal yang dinyatakan di hadapan pejabat dalam proses pembuatan
akta dapat mempunyai sifat pembuktian yang berbeda dari informasi mengenai kejadian di luar proses
tersebut. Jika kebenaran suatu keterangan menjadi pokok sengketa, hakim perlu menilai ketentuan yang
mengatur akta serta alat bukti lain yang relevan.
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Oleh karena itu, hakim perlu menanyakan apa yang hendak dibuktikan melalui akta dan apakah
isi akta memang dapat menjawab persoalan tersebut. Apabila sengketa berkaitan dengan keberadaan
perjanjian, akta yang memenuhi syarat dapat memberikan bukti kuat mengenai perjanjian yang dicatat.
Namun, apabila sengketa berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban setelah perjanjian dibuat, diperlukan
pemeriksaan terhadap fakta-fakta pelaksanaan kewajiban tersebut. Pembedaan ini membantu menjaga
ketepatan penggunaan alat bukti dalam persidangan.

4. Batas berdasarkan keabsahan perbuatan hukum

Keotentikan akta perlu dibedakan dari keabsahan perbuatan hukum yang dituangkan di
dalamnya. Keotentikan terutama berkaitan dengan pemenuhan persyaratan bentuk, pejabat, dan proses
pembuatan. Sebaliknya, keabsahan perbuatan hukum berkaitan dengan apakah tindakan atau perjanjian
yang dicatat memenuhi ketentuan hukum substantif. Kedua hal tersebut berhubungan, tetapi bukan
merupakan persoalan yang identik.

Suatu akta dapat dibuat oleh notaris yang berwenang dan memenuhi persyaratan bentuk, tetapi
perjanjian yang dicatat tetap dapat dipersoalkan jika terdapat alasan hukum yang relevan. Dalam
konteks perjanjian, persoalan tersebut dapat berkaitan dengan persyaratan sahnya perjanjian,
kewenangan pihak yang membuat perjanjian, objek yang diperjanjikan, atau adanya cacat kehendak
yang diakui oleh hukum. Penentuan akibat hukum atas persoalan tersebut harus dilakukan berdasarkan
norma yang mengatur perbuatan hukum yang bersangkutan, bukan hanya berdasarkan bentuk akta.

Sebagai ilustrasi, dua pihak membuat akta mengenai suatu transaksi. Setelah transaksi
berlangsung, salah satu pihak mengajukan keberatan dengan alasan bahwa persetujuannya diberikan
dalam keadaan yang menurut hukum dapat memengaruhi keabsahan kesepakatan. Dalam keadaan
demikian, persoalan utamanya tidak cukup diselesaikan dengan memeriksa apakah akta mempunyai
bentuk resmi. Hakim perlu menilai alasan keberatan, bukti yang diajukan, dan ketentuan substantif yang
relevan. Jika alasan tersebut tidak terbukti atau tidak memenuhi syarat hukum, keberatan tidak
seharusnya diterima hanya berdasarkan pernyataan sepihak.

Sebaliknya, jika alasan mengenai cacat kehendak atau ketidakabsahan perbuatan hukum
didukung bukti yang relevan, hakim harus menilai akibat hukumnya sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. Pemeriksaan tersebut tidak berarti bahwa status autentik akta dapat langsung diabaikan dalam
seluruh aspek. Perlu dibedakan apakah persoalan yang terbukti memengaruhi keotentikan dokumen,
keabsahan perjanjian, atau pelaksanaan kewajiban tertentu.

Pembedaan antara keotentikan dan keabsahan perbuatan hukum mempunyai implikasi bagi
tuntutan yang diajukan ke pengadilan. Jika yang dipersoalkan adalah pembatalan suatu perbuatan
hukum, dasar tuntutan harus dikaitkan dengan alasan pembatalan yang diakui hukum. Jika yang
dipersoalkan adalah ketidaksesuaian proses pembuatan akta, alasan keberatan harus diarahkan pada
persyaratan formal yang relevan. Kejelasan mengenai pokok sengketa membantu hakim menentukan
fakta apa yang harus dibuktikan dan akibat hukum apa yang dapat diterapkan.

Dengan demikian, batas kekuatan pembuktian akta otentik tidak hanya terletak pada bentuk
fisik atau formalitas pembuatannya. Batas tersebut juga berhubungan dengan isi dokumen, kebenaran
pernyataan yang tercantum, serta keabsahan perbuatan hukum yang menjadi dasarnya. Akta otentik
berfungsi memperkuat kepastian hukum, tetapi tidak menggantikan seluruh proses penilaian terhadap
hak, kewajiban, dan alasan hukum yang dipersengketakan (Septianingsih et al., 2020).

5. Akibat hukum apabila terdapat cacat pada akta

Akibat hukum dari adanya cacat pada akta tidak dapat ditentukan secara seragam tanpa
memeriksa jenis dan tingkat pelanggaran yang terjadi. Dalam beberapa keadaan, masalah dapat
memengaruhi status dokumen sebagai akta otentik. Dalam keadaan lain, pelanggaran dapat
berhubungan dengan tanggung jawab pejabat, nilai pembuktian terhadap bagian tertentu dari akta, atau
keabsahan hubungan hukum yang dicatat. Karena itu, analisis mengenai akibat hukum harus dimulai
dengan identifikasi terhadap norma yang relevan.

Pasal 1869 KUHPerdata menunjukkan bahwa akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta
otentik karena masalah kewenangan pejabat atau cacat bentuk dapat mempunyai kekuatan sebagai
tulisan di bawah tangan apabila ditandatangani oleh para pihak. Ketentuan ini memberikan petunjuk
bahwa hilangnya status autentik tidak selalu berarti bahwa seluruh hubungan hukum yang dinyatakan
dalam dokumen otomatis tidak ada. Namun, apakah dokumen tetap dapat digunakan sebagai bukti harus
dinilai sesuai dengan persyaratan tulisan di bawah tangan dan keadaan yang dipersengketakan.
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Adapun apabila ditemukan persoalan mengenai isi atau persetujuan para pihak, akibat
hukumnya perlu ditentukan berdasarkan ketentuan yang mengatur perjanjian dan alat bukti yang
diajukan. Sebagai contoh, ketidaksesuaian keterangan dengan keadaan sebenarnya tidak selalu memiliki
akibat yang sama. Apabila persoalan tersebut berkaitan dengan keterangan penghadap, perlu dinilai
ruang lingkup tanggung jawab atas keterangan itu dan kekuatan pembuktiannya. Apabila persoalan
berkaitan dengan tindakan pejabat dalam menjalankan jabatannya, perlu diperiksa ketentuan kewajiban
pejabat dan konsekuensi atas pelanggaran yang terbukti.

Pemeriksaan juga harus membedakan cacat yang memengaruhi dokumen dengan cacat yang
berpengaruh terhadap hubungan hukum substantif. Kesalahan penulisan yang tidak mengubah substansi
tidak dapat begitu saja dipersamakan dengan persoalan mengenai kewenangan, persetujuan, atau objek
perjanjian. Setiap persoalan harus dihubungkan dengan norma yang mengatur serta dampaknya
terhadap kepentingan hukum para pihak.

Atas dasar itu, penentuan akibat hukum perlu dilakukan secara bertahap. Pertama, hakim
mengidentifikasi bentuk keberatan yang diajukan. Kedua, hakim menentukan persyaratan hukum yang
relevan. Ketiga, hakim menilai apakah fakta yang mendasari keberatan terbukti. Keempat, hakim
menentukan akibat hukum berdasarkan norma yang berlaku. Pendekatan tersebut mencegah kesimpulan
yang terlalu cepat dan membantu menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap akta otentik
dan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan.

C. Pembuktian Lawan (Tegenbewijs) terhadap Akta Otentik
1. Pengertian dan fungsi pembuktian lawan

Pembuktian lawan atau tegenbewijs dapat dipahami sebagai upaya pihak yang berkepentingan
untuk membantah atau melemahkan kekuatan pembuktian yang digunakan oleh pihak lawan. Dalam
sengketa yang melibatkan akta otentik, pembuktian lawan menjadi relevan ketika salah satu pihak
menyampaikan alasan bahwa akta tidak dapat membuktikan suatu hal sebagaimana diklaim oleh pihak
yang mengajukannya. Alasan tersebut dapat berhubungan dengan keaslian dokumen, kewenangan
pejabat, prosedur pembuatannya, kebenaran keterangan tertentu, atau keabsahan perbuatan hukum yang
dicatat.

Keberadaan mekanisme pembuktian lawan perlu dipahami sebagai bagian dari proses
pemeriksaan perkara yang adil. Jika akta otentik selalu dianggap tidak dapat dipersoalkan dalam
keadaan apa pun, pihak yang merasa dirugikan tidak akan memperoleh kesempatan yang memadai
untuk menjelaskan keberatannya. Sebaliknya, jika akta dapat dikesampingkan hanya karena terdapat
penyangkalan sepihak, kekuatan pembuktian yang diberikan oleh undang-undang akan kehilangan
makna. Oleh sebab itu, pembuktian lawan perlu dilakukan berdasarkan alasan hukum yang jelas dan
bukti yang relevan dengan persoalan yang dipersengketakan.

Dalam kerangka hukum pembuktian perdata, Pasal 1865 KUHPerdata menjadi dasar bagi pihak
yang mengemukakan suatu hak atau peristiwa untuk membuktikan dalilnya. Ketentuan tersebut perlu
dibaca bersama dengan aturan mengenai kekuatan pembuktian akta otentik. Artinya, pihak yang
mengajukan akta perlu menunjukkan relevansinya terhadap tuntutan, sedangkan pihak yang
membantahnya perlu menjelaskan dasar bantahan dan menyampaikan bukti yang mendukung keberatan
tersebut. Penilaian akhir dilakukan berdasarkan ketentuan hukum dan fakta yang terungkap dalam
persidangan.

Pembuktian lawan bukan sekadar pernyataan bahwa suatu akta tidak benar. Penyangkalan dapat
menjadi alasan untuk meminta pemeriksaan lebih lanjut, tetapi tidak otomatis menghapus kedudukan
akta sebagai alat bukti. Hakim perlu menilai apakah keberatan tersebut mempunyai hubungan dengan
persyaratan autentisitas atau ruang lingkup kekuatan pembuktian akta, serta apakah terdapat bukti yang
mendukung dalil pihak yang membantah.

Dengan demikian, tegenbewijs berfungsi menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan
kesempatan untuk membuktikan adanya persoalan yang memengaruhi nilai pembuktian akta.
Pembuktian lawan tidak bertujuan mempermudah pengabaian terhadap dokumen resmi, melainkan
menyediakan ruang pemeriksaan ketika terdapat alasan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut
hukum.

2. Bentuk alasan untuk membantah akta otentik

Alasan untuk membantah akta otentik dapat dibedakan berdasarkan objek keberatannya.
Pertama, pihak dapat mempersoalkan status autentik dokumen karena diduga terdapat masalah
mengenai kewenangan pejabat atau pemenuhan bentuk akta. Dalam hal ini, pembuktian harus diarahkan

86



Sidi Ahyar Wiraguna et al. (2026).
LEXARA: Journal of Law and Legal Studies Vol. 1 No. 3 2026
E-ISSN :3164-5673

pada persyaratan hukum yang menentukan keotentikan dokumen. Pihak yang mengajukan keberatan
perlu menjelaskan ketentuan apa yang dianggap tidak terpenuhi dan bukti yang mendukung pernyataan
tersebut.

Kedua, keberatan dapat berkaitan dengan keaslian dokumen atau tanda tangan. Persoalan ini
berbeda dari keberatan mengenai kebenaran isi pernyataan. Jika seseorang menyatakan bahwa ia tidak
pernah menandatangani dokumen atau terdapat perubahan yang memengaruhi keasliannya,
pemeriksaan harus diarahkan pada fakta tersebut. Cara pembuktiannya mengikuti aturan yang relevan
dan dapat membutuhkan pemeriksaan terhadap dokumen asli serta bukti pendukung lain sesuai dengan
keadaan perkara (Tumbuan, 1976).

Ketiga, pihak dapat membantah kebenaran keterangan tertentu di dalam akta. Dalam keadaan
demikian, perlu dibedakan apakah keterangan tersebut merupakan tindakan yang secara langsung
dilakukan atau disaksikan oleh pejabat dalam kapasitas jabatannya, atau merupakan penuturan yang
disampaikan oleh penghadap. Perbedaan ini penting karena ruang lingkup pembuktian materiil akta
bergantung pada sifat keterangan dan hubungannya dengan pokok isi akta.

Keempat, pihak dapat mempermasalahkan keabsahan perbuatan hukum yang dicatat dalam
akta. Misalnya, keberatan diarahkan pada persetujuan para pihak atau syarat sahnya perjanjian.
Pembuktian dalam keadaan ini harus berhubungan dengan dasar hukum substantif yang digunakan.
Tidak cukup hanya menyatakan bahwa akta tidak adil atau merugikan salah satu pihak. Pihak yang
berkepentingan harus menjelaskan mengapa perbuatan hukum yang dicatat dianggap tidak memenuhi
ketentuan yang berlaku.

Kelima, keberatan dapat berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban setelah akta dibuat. Dalam
keadaan seperti ini, pihak yang membantah mungkin tidak menyangkal keaslian atau status autentik
akta, tetapi menyangkal klaim bahwa kewajiban tertentu telah dilaksanakan atau belum dipenuhi.
Persoalan tersebut perlu diperiksa berdasarkan isi perjanjian dan bukti mengenai pelaksanaannya. Akta
yang mencatat kesepakatan tidak dengan sendirinya membuktikan seluruh kejadian yang berlangsung
kemudian.

Pembagian tersebut menunjukkan bahwa istilah “membantah akta” mencakup beberapa
persoalan yang berbeda. Apabila keberatan diarahkan pada autentisitas, pemeriksaan berfokus pada
persyaratan pembentukan dokumen. Apabila keberatan berkaitan dengan kebenaran isi, hakim perlu
menentukan ruang lingkup keterangan yang dipersoalkan. Apabila keberatan berhubungan dengan
keabsahan perjanjian, pemeriksaan harus menggunakan ketentuan substantif yang sesuai. Ketepatan
mengidentifikasi objek keberatan akan membantu menentukan alat bukti apa yang dibutuhkan dan
akibat hukum apa yang mungkin timbul.

3. Alat bukti yang dapat digunakan dalam pembuktian lawan

Pasal 1866 KUHPerdata mengenal beberapa jenis alat bukti, yaitu bukti tulisan, bukti saksi,
persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Dalam perkara yang melibatkan akta otentik, penggunaan alat
bukti harus memperhatikan hubungan antara jenis alat bukti tersebut dan persoalan yang hendak
dibuktikan. Tidak ada alasan untuk menganggap bahwa setiap perkara harus diselesaikan hanya dengan
satu jenis alat bukti. Sebaliknya, pemilihan alat bukti perlu disesuaikan dengan dalil dan sifat keberatan
yang diajukan.

Bukti tulisan dapat digunakan untuk menunjukkan adanya dokumen lain yang berhubungan
dengan pokok perkara. Misalnya, korespondensi atau dokumen pembayaran dapat relevan ketika
sengketa berkaitan dengan pelaksanaan suatu perjanjian. Akan tetapi, penilaian terhadap dokumen-
dokumen tersebut tetap harus memperhatikan keaslian, relevansi, dan ketentuan pembuktian yang
berlaku. Tidak setiap dokumen yang diajukan otomatis membuktikan seluruh keterangan yang
dinyatakan oleh pihak yang menyerahkannya.

Bukti saksi dapat membantu menjelaskan peristiwa yang diketahui secara langsung oleh saksi,
sepanjang kesaksiannya relevan dan dapat dinilai menurut hukum acara. Kesaksian dapat menjadi
penting ketika sengketa berkaitan dengan keadaan pada saat suatu tindakan dilakukan atau peristiwa
yang berhubungan dengan persetujuan para pihak. Namun, kesaksian tidak boleh diperlakukan sebagai
pengganti otomatis terhadap kekuatan pembuktian akta otentik. Hakim perlu menilai hubungannya
dengan isi akta, kompetensi saksi dalam menerangkan fakta, dan kesesuaiannya dengan bukti lain.

Persangkaan dapat membantu hakim menarik kesimpulan dari fakta-fakta yang telah terbukti.
Misalnya, sejumlah keadaan yang saling berhubungan dapat menjadi relevan untuk menilai apakah
suatu dalil mempunyai dasar. Namun, kesimpulan tersebut harus dibangun melalui penalaran yang
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dapat dijelaskan dan tidak boleh hanya didasarkan pada dugaan tanpa landasan. Penggunaan
persangkaan perlu mengikuti ketentuan pembuktian yang berlaku dan memperhatikan keseluruhan fakta
perkara.

Pengakuan juga dapat mempunyai arti dalam pemeriksaan perkara. Jika suatu pihak mengakui
fakta tertentu, pengakuan tersebut harus dinilai sesuai dengan ketentuan hukum yang mengaturnya serta
konteks pernyataan yang diberikan. Demikian pula, penggunaan sumpah tunduk pada persyaratan dan
akibat hukum yang ditentukan dalam peraturan. Karena setiap jenis alat bukti mempunyai sifat berbeda,
hakim perlu menghindari penerapan satu standar yang sama secara mekanis untuk seluruh keadaan.

Pembuktian lawan juga harus memperhatikan keberadaan dokumen asli ketika keaslian salinan
dipersoalkan. Penelitian Safira dan Putra mengenai kekuatan pembuktian salinan akta otentik yang
dikeluarkan oleh notaris pemegang protokol mengangkat pentingnya hubungan antara salinan dan
minuta akta. Kajian ini menunjukkan bahwa persoalan mengenai salinan tidak dapat diselesaikan hanya
dengan melihat bentuk dokumennya, tetapi juga perlu memperhatikan dasar penerbitan, kesesuaian
dengan dokumen yang disimpan, serta keadaan apabila minuta tidak tersedia.

Dalam praktik, apabila terdapat keberatan terhadap salinan akta, hakim perlu memeriksa
persoalan yang sebenarnya dipersengketakan. Apakah yang dipersoalkan adalah kesesuaian salinan
dengan minuta, keaslian dokumen, kewenangan penerbitan salinan, atau substansi akta itu sendiri?
Setiap persoalan menuntut pemeriksaan yang berbeda. Dengan mengidentifikasi masalah secara tepat,
penilaian pembuktian dapat dilakukan secara proporsional dan tidak didasarkan pada anggapan umum
bahwa semua salinan mempunyai kedudukan yang identik.

4. Beban pembuktian dan standar penilaian terhadap bantahan

Beban pembuktian merupakan unsur penting dalam pemeriksaan sengketa perdata. Pasal 1865
KUHPerdata meletakkan kewajiban pembuktian pada pihak yang mengemukakan hak atau peristiwa
untuk meneguhkan haknya maupun untuk membantah hak pihak lain. Dalam konteks akta otentik,
ketentuan tersebut harus dipahami bersama dengan kekuatan pembuktian yang diberikan oleh Pasal
1870 KUHPerdata. Dengan demikian, keberadaan akta dapat memberikan dasar pembuktian yang kuat,
tetapi tidak menghilangkan kebutuhan untuk menilai dalil yang benar-benar menjadi pokok sengketa.

Pihak yang mengajukan akta perlu menjelaskan hubungan dokumen tersebut dengan tuntutan
yang disampaikan. Apabila akta digunakan untuk membuktikan adanya perjanjian, isi dan ruang
lingkup akta menjadi bagian penting dalam menilai tuntutan. Jika pihak lawan mengajukan keberatan,
hakim perlu menentukan apakah keberatan tersebut benar-benar menyangkut persoalan yang dapat
memengaruhi kekuatan pembuktian akta atau hanya berupa penyangkalan tanpa dasar yang memadai.
Pihak yang membantah akta juga perlu menjelaskan alasan hukum dan fakta yang mendukung
bantahannya. Misalnya, jika keberatan berkaitan dengan kewenangan pejabat, perlu dijelaskan
ketentuan kewenangan yang dianggap dilanggar. Jika persoalan berkaitan dengan tanda tangan, perlu
dijelaskan dasar yang membuat tanda tangan dipersengketakan. Jika keberatan berhubungan dengan
keabsahan perjanjian, perlu dijelaskan syarat hukum apa yang dianggap tidak terpenuhi. Penjelasan
yang spesifik membantu hakim menentukan bentuk pemeriksaan yang diperlukan.

Namun, pembebanan pembuktian tidak boleh diterapkan secara kaku tanpa memperhatikan
jenis dalil yang diajukan. Hakim perlu membedakan antara dalil yang menegaskan adanya hak, dalil
yang menyangkal suatu fakta, dan dalil yang meminta akibat hukum tertentu. Penentuan beban
pembuktian harus mengikuti norma yang relevan dan sifat hubungan hukum yang disengketakan. Hal
ini juga berarti bahwa pihak yang memegang akta tidak secara otomatis harus membuktikan ulang setiap
keterangan di dalamnya apabila tidak terdapat keberatan yang relevan, tetapi kekuatan akta juga tidak
menutup pemeriksaan terhadap bantahan yang beralasan.

Pada akhirnya, tujuan pembuktian lawan adalah menyediakan dasar bagi hakim untuk menilai
apakah kekuatan pembuktian akta tetap berlaku terhadap hal yang disengketakan atau perlu dinilai
dengan batas tertentu. Penilaian tersebut harus dijelaskan berdasarkan alasan hukum dan alat bukti yang
tersedia. Dengan cara itu, pengadilan dapat menjaga kepastian hukum tanpa menutup kesempatan bagi
pihak yang benar-benar mempunyai alasan untuk mempersoalkan akta.

D. Peran Hakim dalam Menilai Kekuatan Pembuktian Akta Otentik

Hakim mempunyai peran sentral dalam menilai akta otentik karena putusan perkara perdata
harus didasarkan pada ketentuan hukum dan fakta yang terungkap dalam persidangan. Dalam
menjalankan tugas tersebut, hakim tidak cukup hanya melihat apakah sebuah dokumen mempunyai
bentuk resmi. Hakim perlu menentukan apakah dokumen tersebut memenuhi persyaratan autentisitas,
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relevan dengan pokok sengketa, dan dapat membuktikan fakta yang menjadi dasar tuntutan (Hanaan &
Anwary, 2025).Penilaian tersebut perlu dilakukan secara terarah agar kekuatan pembuktian akta tidak
digunakan di luar ruang lingkup yang diberikan oleh hukum.

Tahap pertama yang perlu diperhatikan adalah identifikasi pokok sengketa. Hakim harus
memahami apakah para pihak mempersoalkan keberadaan hubungan hukum, isi perjanjian, pelaksanaan
kewajiban, keaslian dokumen, atau keabsahan proses pembuatan akta (Gangga & Putra, 2023).Tanpa
identifikasi yang jelas, pemeriksaan berisiko berfokus pada hal yang tidak menjadi inti sengketa.
Sebaliknya, penentuan pokok sengketa sejak awal membantu memilih ketentuan dan alat bukti yang
relevan.

Tahap kedua adalah pemeriksaan status dan bentuk akta. Hakim perlu menilai apakah akta
dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang dan apakah persyaratan bentuk yang relevan telah
dipenuhi. Apabila terdapat keberatan mengenai kewenangan atau formalitas, hakim perlu menguji
keberatan tersebut berdasarkan norma hukum dan bukti yang diajukan. Pemeriksaan ini tidak berarti
bahwa setiap keberatan harus diterima, tetapi harus tersedia kesempatan bagi para pihak untuk
menjelaskan dasar keberatan dan menjawabnya secara proporsional.

Tahap ketiga adalah penentuan ruang lingkup kekuatan pembuktian akta. Hakim perlu
membedakan hal-hal yang secara langsung dicatat melalui tindakan pejabat dari keterangan yang
merupakan penuturan para penghadap. Pasal 1870 KUHPerdata memberikan kekuatan pembuktian
sempurna terhadap hal-hal yang termuat dalam akta dalam ruang lingkup yang ditentukan. Sementara
itu, Pasal 1871 KUHPerdata menegaskan perlunya memperhatikan karakter keterangan yang hanya
berupa penuturan. Kedua ketentuan tersebut perlu dibaca secara bersama agar ruang lingkup
pembuktian tidak diperluas secara berlebihan.

Tahap keempat adalah penilaian terhadap pembuktian lawan. Jika pihak lawan menyampaikan
bantahan, hakim harus menilai apakah alasan tersebut mempunyai dasar dan apakah bukti yang diajukan
relevan. Penyangkalan sepihak tidak otomatis menghapus kekuatan akta. Namun, hakim juga tidak
seharusnya menolak seluruh keberatan hanya karena akta yang diajukan merupakan akta otentik.
Keseimbangan dicapai melalui pemeriksaan yang mempertimbangkan norma, isi akta, dan bukti
yangberhubungan dengan persoalan sengketa.

Dalam menilai bukti, hakim perlu memperhatikan hubungan antaralat bukti. Sebuah dokumen
tambahan mungkin relevan untuk menerangkan pelaksanaan suatu kewajiban, sedangkan kesaksian
dapat menjelaskan peristiwa tertentu yang menjadi dasar bantahan (Safira & Putra, 2022). Penilaian
tidak boleh dilakukan dengan menganggap bahwa setiap bukti yang berbeda dari isi akta otomatis
mengalahkan akta tersebut. Sebaliknya, perbedaan antara bukti perlu dijelaskan dan diuji untuk
menentukan apakah benar terdapat pertentangan yang memengaruhi penilaian hukum.

Pertimbangan hakim juga perlu menjelaskan akibat hukum yang dipilih. Jika keberatan tidak
terbukti, hakim perlu menerangkan alasan mengapa akta tetap dinilai mempunyai kekuatan pembuktian
terhadap persoalan yang disengketakan. Jika keberatan terbukti, hakim perlu menjelaskan apakah
akibatnya menyangkut status autentik dokumen, nilai pembuktian bagian tertentu, keabsahan
perjanjian, atau kewajiban para pihak. Kejelasan alasan hukum dibutuhkan agar putusan dapat dipahami
oleh para pihak dan dapat diuji melalui mekanisme hukum yang tersedia.

Peran hakim dengan demikian bukanlah memilih antara selalu mempercayai akta atau selalu
meragukannya. Peran yang tepat adalah menerapkan hukum pembuktian sesuai dengan keadaan
perkara. Akta otentik harus mendapatkan pengakuan terhadap kekuatan yang diberikan oleh hukum,
tetapi setiap keberatan yang relevan juga harus dinilai berdasarkan alasan dan bukti. Pendekatan ini
mendukung kepastian hukum, mencegah pengabaian terhadap alat bukti secara sewenang-wenang, serta
menjaga perlindungan terhadap hak para pihak.

E. Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Penggunaan Akta Otentik

Perlindungan hukum dalam penggunaan akta otentik harus diberikan kepada para pihak melalui
pemenuhan persyaratan pembuatan akta, pelaksanaan kewajiban pejabat pembuat akta, serta
tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa yang adil (KUHPerdata, Pasal 1865).Akta otentik pada
dasarnya membantu masyarakat memperoleh kepastian mengenai hubungan hukum, tetapi manfaat
tersebut hanya dapat dipertahankan apabila pembuatannya dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang
berlaku. Oleh karena itu, perlindungan tidak hanya berkaitan dengan pengakuan terhadap kekuatan
pembuktian akta, tetapi juga dengan tanggung jawab seluruh pihak yang terlibat.

1. Perlindungan bagi pihak yang menggunakan akta
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Pihak yang menggunakan akta otentik sebagai dasar untuk menegaskan haknya memperoleh
manfaat dari kekuatan pembuktian yang diberikan oleh undang-undang. Akta membantu menunjukkan
tindakan atau kesepakatan yang dicatat serta memberikan kerangka yang lebih jelas dalam
membuktikan hubungan hukum. Bagi pihak yang telah memenuhi kewajiban dan ingin memperoleh
perlindungan ketika muncul sengketa, keberadaan akta dapat mengurangi ketidakpastian karena isi
kesepakatan telah didokumentasikan.

Meskipun demikian, pihak yang menggunakan akta perlu memastikan bahwa dokumen tersebut
sesuai dengan pokok tuntutan yang diajukan. Pengajuan akta tidak seharusnya diperlakukan sebagai
pengganti penjelasan mengenai hak yang diminta. Pihak tersebut tetap perlu menerangkan dasar
tuntutan dan hubungan antara isi akta dengan kerugian atau kewajiban yang dipersengketakan. Dengan
begitu, hakim dapat menentukan bagian dari akta yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara.
Pihak yang menggunakan akta juga perlu memahami bahwa kekuatan pembuktiannya mempunyai
batas. Jika tuntutan berkaitan dengan pembayaran yang belum dilakukan, misalnya, akta dapat
menunjukkan adanya kewajiban pembayaran tetapi fakta mengenai pembayaran yang telah atau belum
dilakukan masih perlu diperiksa berdasarkan keadaan yang relevan. Pemahaman ini penting agar
dokumen digunakan sesuai fungsinya dan tidak dijadikan dasar untuk menganggap seluruh hal yang
berkaitan dengan perjanjian telah terbukti secara otomatis.

2. Perlindungan bagi pihak yang menyangkal akta

Pihak yang merasa dirugikan oleh penggunaan akta harus mempunyai kesempatan untuk
mengajukan keberatan melalui prosedur hukum yang tersedia. Kesempatan tersebut merupakan bagian
dari proses pemeriksaan perkara yang adil. Namun, perlindungan terhadap pihak yang menyangkal
tidak berarti bahwa keberatan dapat disampaikan tanpa dasar. Pihak tersebut perlu menjelaskan alasan
hukum yang relevan dan mengajukan bukti yang berhubungan dengan pokok bantahan.

Dalam keadaan tertentu, keberatan dapat berhubungan dengan status autentik akta. Dalam
keadaan lainnya, pihak mungkin tidak menyangkal bentuk akta, tetapi mempersoalkan kebenaran
keterangan atau keabsahan perbuatan hukum. Oleh karena itu, penyusunan keberatan perlu dilakukan
secara jelas. Perbedaan antara objek keberatan menentukan dasar hukum yang harus digunakan dan
fakta yang perlu dibuktikan.

Perlindungan hukum juga menuntut agar pihak yang menyangkal tidak dirugikan hanya karena
tidak mempunyai dokumen yang sama dengan pihak lawan. Hakim perlu menilai alat bukti sesuai
dengan norma pembuktian dan keadaan perkara (Harahap, 2007). Namun, prinsip tersebut tidak berarti
bahwa kedudukan semua alat bukti menjadi sama tanpa memperhatikan kekuatan yang diberikan
undang-undang. Keseimbangan dicapai dengan menghormati akta otentik sekaligus memeriksa
keberatan secara adil.

3. Tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta

Notaris mempunyai peran penting dalam memberikan kepastian formal terhadap tindakan
hukum yang dicatat dalam akta. Peran tersebut menuntut pelaksanaan jabatan secara saksama dan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Jabatan Notaris memuat kewajiban
yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan jabatan, termasuk kewajiban bertindak amanah, jujur,
saksama, mandiri, tidak berpihak, serta menjaga kepentingan pihak yang terkait dengan perbuatan
hukum.

Ketelitian menjadi penting karena kesalahan dalam penyusunan atau proses pembuatan akta
dapat menimbulkan sengketa mengenai status dokumen maupun hak dan kewajiban para pihak. Notaris
perlu memperhatikan identitas penghadap, keterangan yang dicatat, bentuk akta, tanda tangan, dan
persyaratan lain sesuai dengan jenis akta yang dibuat (Subekti, 2008).Pelaksanaan kewajiban ini tidak
dimaksudkan untuk menjamin bahwa tidak akan pernah muncul sengketa, tetapi untuk mengurangi
risiko yang timbul akibat ketidaksesuaian prosedur atau pencatatan.

Notaris juga perlu membedakan fakta yang diketahui dalam pelaksanaan jabatan dari
keterangan yang disampaikan oleh penghadap. Pencatatan suatu pernyataan tidak selalu berarti bahwa
pejabat telah memverifikasi secara independen seluruh fakta yang disebutkan dalam pernyataan
tersebut. Karena itu, kejelasan mengenai apa yang dinyatakan para pihak dan apa yang dilakukan
pejabat sesuai dengan jabatannya merupakan bagian penting dari ketepatan akta.

Apabila terdapat dugaan pelanggaran kewajiban notaris, penilaiannya harus dilakukan
berdasarkan peraturan yang relevan dan fakta yang terbukti. Tidak setiap sengketa mengenai isi akta
secara otomatis menunjukkan bahwa notaris melakukan pelanggaran. Sebaliknya, status akta yang
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mempunyai kekuatan pembuktian tidak menghapus kemungkinan adanya tanggung jawab apabila
terbukti terjadi pelanggaran terhadap kewajiban jabatan. Kedua hal tersebut harus dinilai berdasarkan
dasar hukum masing-masing.

4. Penyimpanan minuta dan penerbitan salinan akta

Penyimpanan minuta akta dan penerbitan salinan merupakan bagian penting dari sistem

dokumentasi notaris. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, minuta akta menjadi bagian dari protokol
notaris, sementara penerbitan salinan harus memperhatikan ketentuan yang mengatur kewenangan serta
prosedur penerbitannya.Keberadaan minuta membantu memastikan bahwa salinan dapat dirujuk pada
dokumen yang menjadi dasar pembuatannya.
Persoalan dapat muncul apabila salinan akta dipersengketakan atau minuta tidak tersedia. Dalam
kondisi tersebut, pemeriksaan perlu diarahkan pada dasar penerbitan salinan, kesesuaian dengan
dokumen yang disimpan, serta keadaan yang menyebabkan minuta tidak dapat ditunjukkan.
Sebagaimana dibahas dalam penelitian Safira dan Putra, persoalan kekuatan pembuktian salinan akta
yang dikeluarkan oleh notaris pemegang protokol memerlukan perhatian terhadap hubungan antara
salinan dan minuta.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya berkaitan dengan
proses awal pembuatan akta. Sistem penyimpanan, pemeliharaan protokol, dan penerbitan dokumen
juga berpengaruh terhadap kemampuan akta digunakan sebagai alat bukti ketika sengketa muncul.
Apabila dokumen dapat ditelusuri dengan baik, pemeriksaan terhadap keberatan mengenai kesesuaian
salinan menjadi lebih terarah. Sebaliknya, ketidakjelasan mengenai asal dan dasar penerbitan dokumen
dapat mempersulit penilaian pembuktian.

5. Keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan

Perlindungan hukum terhadap akta otentik memerlukan keseimbangan antara kepastian hukum
dan keadilan. Kepastian hukum menghendaki agar akta yang dibuat sesuai dengan ketentuan
memperoleh kekuatan pembuktian sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang. Tanpa kepastian
tersebut, masyarakat akan mengalami kesulitan dalam mengandalkan dokumen yang telah dibuat
melalui prosedur resmi. Namun, keadilan menuntut agar pihak yang mempunyai alasan sah untuk
menyangkal isi atau keabsahan akta memperoleh kesempatan untuk menyampaikan keberatan.

Keseimbangan tersebut bukan berarti mengurangi kedudukan akta otentik. Sebaliknya,
pemeriksaan yang tepat dapat memperkuat kepercayaan terhadap akta karena menunjukkan bahwa
kekuatan pembuktian diberikan berdasarkan hukum, bukan hanya berdasarkan penampilan formal. Akta
yang memenuhi ketentuan tetap harus dihormati, sedangkan keberatan yang tidak didukung alasan dan
bukti relevan tidak seharusnya menghilangkan kekuatan pembuktiannya.

Dengan demikian, perlindungan hukum harus mencakup pencegahan, pemeriksaan, dan
penyelesaian. Pencegahan dilakukan melalui pembuatan akta yang cermat dan sesuai prosedur.
Pemeriksaan dilakukan dengan menilai keberatan berdasarkan ketentuan hukum dan alat bukti.
Penyelesaian dilakukan melalui putusan yang menjelaskan dasar penerimaan atau penolakan tuntutan.
Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dan keadilan bukan tujuan yang harus
dipertentangkan, melainkan prinsip yang perlu dijaga bersama dalam penyelesaian sengketa perdata.
F. Analisis Penerapan dalam Ilustrasi Sengketa dan Implikasi Hukum

Untuk memahami batas kekuatan pembuktian akta otentik secara lebih konkret, pembahasan
dapat diarahkan pada beberapa ilustrasi sengketa. Ilustrasi berikut merupakan contoh hipotetis untuk
menjelaskan penerapan norma hukum, bukan pernyataan mengenai fakta suatu putusan pengadilan
tertentu. Dengan pendekatan tersebut, analisis dapat menunjukkan bagaimana jenis keberatan yang
berbeda menuntut cara pemeriksaan dan akibat hukum yang berbeda pula.

1. Ilustrasi sengketa mengenai kesepakatan jual beli

Misalnya, seorang penjual dan pembeli membuat akta yang mencatat kesepakatan jual beli
suatu objek. Setelah akta dibuat, salah satu pihak menyatakan bahwa terdapat perselisihan mengenai
kewajiban yang belum diselesaikan. Pihak yang mengajukan akta menggunakan dokumen tersebut
untuk menegaskan adanya kesepakatan, sedangkan pihak lawan menyatakan bahwa tuntutan yang
diajukan tidak sesuai dengan pelaksanaan kesepakatan.

Dalam keadaan ini, hakim pertama-tama perlu mengidentifikasi pokok sengketa. Jika para
pihak tidak mempersoalkan keaslian atau prosedur pembuatan akta, tetapi berbeda pendapat mengenai
pelaksanaan kewajiban, pemeriksaan tidak seharusnya hanya berpusat pada status otentik akta. Hakim
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perlu menentukan isi kewajiban yang tercantum dan menilai bukti yang berhubungan dengan
pelaksanaannya.

Akta dapat memberikan bukti mengenai kesepakatan yang dicatat, tetapi tidak otomatis
menyelesaikan pertanyaan mengenai semua tindakan yang dilakukan setelah pembuatan akta. Bukti
mengenai pembayaran, penyerahan objek, atau pelaksanaan kewajiban lain perlu diperiksa berdasarkan
hubungan hukum dan dalil yang diajukan. Dengan demikian, ruang lingkup bukti akta dihormati tanpa
memperluasnya hingga mencakup setiap fakta yang tidak tercatat.

Implikasi hukumnya adalah bahwa putusan perlu membedakan antara keberadaan kesepakatan
dan pelaksanaan kesepakatan. Perbedaan tersebut penting untuk mencegah kesimpulan yang terlalu luas
dan memastikan bahwa akibat hukum ditentukan sesuai dengan pokok sengketa. Jika keberatan tidak
menyangkut keotentikan, hakim tetap dapat mengakui status akta sambil memeriksa persoalan
pelaksanaan kewajiban berdasarkan bukti yang relevan.

2. llustrasi sengketa mengenai tanda tangan atau persetujuan

Dalam ilustrasi kedua, seseorang mengajukan keberatan dengan menyatakan bahwa ia tidak
memberikan persetujuan sebagaimana tercantum dalam suatu akta. Keberatan ini berbeda dari
perbedaan penafsiran terhadap isi perjanjian karena secara langsung menyangkut persetujuan atau
keterlibatan pihak dalam perbuatan hukum.

Hakim perlu menentukan secara tepat apa yang dipersoalkan. Apakah pihak tersebut
menyangkal tanda tangan, menyangkal kehadirannya dalam proses pembuatan akta, atau mengakui
keterlibatan tetapi mempersoalkan keadaan yang memengaruhi persetujuannya? Ketiga keadaan
tersebut tidak selalu mempunyai dasar hukum dan cara pembuktian yang sama (Mertokusumo, 2009).

Apabila yang dipersoalkan adalah keaslian tanda tangan, pemeriksaan diarahkan pada keaslian
dokumen dan bukti yang relevan. Jika keberatan menyangkut keadaan yang memengaruhi kehendak,
pemeriksaan harus diarahkan pada dasar hukum substantif dan fakta yang mendukungnya. Hakim tidak
seharusnya langsung menganggap seluruh akta tidak berlaku hanya karena terdapat penyangkalan,
tetapi juga perlu memberikan penilaian yang memadai terhadap keberatan yang mempunyai dasar
hukum.

[ustrasi ini menunjukkan bahwa pembuktian lawan harus diarahkan pada pokok persoalan
yang benar. Status otentik suatu akta tidak menghilangkan perlunya pemeriksaan terhadap keberatan
mengenai persetujuan, tetapi keberatan tersebut juga tidak otomatis membatalkan akta tanpa
pemeriksaan. Akibat hukum harus ditentukan berdasarkan fakta yang terbukti dan ketentuan yang
berlaku.

3. Ilustrasi mengenai salinan akta dan minuta

Dalam ilustrasi ketiga, pihak yang berperkara mengajukan salinan akta otentik, sementara pihak
lawan mempertanyakan kesesuaian salinan tersebut dengan minuta akta. Persoalan yang timbul bukan
hanya mengenai isi dokumen, melainkan juga dasar yang menunjukkan bahwa salinan tersebut sesuai
dengan akta yang disimpan.

Hakim perlu memeriksa asal dokumen, kewenangan penerbitan, dan ketersediaan minuta sesuai
dengan ketentuan yang relevan. Jika minuta tersedia, pemeriksaan dapat diarahkan untuk menilai
kesesuaian salinan dengan dokumen yang menjadi dasarnya. Jika minuta tidak tersedia, keadaan
tersebut perlu dinilai dengan memperhatikan penyebab ketidaktersediaan, dokumen pendukung, dan
aturan yang mengatur masalah tersebut.

Penilaian tidak seharusnya didasarkan hanya pada anggapan bahwa setiap salinan pasti benar
atau bahwa setiap salinan yang disengketakan tidak mempunyai nilai pembuktian. Kedua anggapan
tersebut terlalu umum untuk menyelesaikan persoalan yang memerlukan pemeriksaan terhadap
dokumen dan dasar penerbitannya. Hakim perlu menentukan apa yang dapat dibuktikan berdasarkan
dokumen yang tersedia dan akibat hukum yang sesuai (Harahap, 2007).

Persoalan salinan juga menunjukkan hubungan antara tanggung jawab jabatan dan kepastian
hukum bagi para pihak. Penyimpanan minuta dan pengelolaan protokol yang baik dapat membantu
mengurangi ketidakpastian ketika sengketa muncul. Sementara itu, pemeriksaan yang proporsional
memungkinkan pengadilan menentukan nilai pembuktian berdasarkan keadaan yang nyata, tanpa
mengasumsikan fakta yang tidak tersedia.

4. Implikasi terhadap penyusunan gugatan dan jawaban

Batas kekuatan pembuktian akta otentik mempunyai implikasi terhadap cara para pihak

menyusun gugatan dan jawaban. Pihak yang mengajukan akta sebaiknya menjelaskan secara konkret
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bagian akta yang mendukung hak atau tuntutan yang diajukan. Uraian tersebut perlu menghubungkan
isi akta dengan peristiwa hukum, kewajiban yang dipersengketakan, dan akibat hukum yang diminta.
Cara ini membantu hakim menentukan ruang lingkup pembuktian dan menghindari penggunaan akta
secara terlalu luas.

Pihak yang mengajukan bantahan juga perlu menyusun keberatan secara terarah. Keberatan
mengenai status autentik perlu dibedakan dari keberatan terhadap kebenaran isi atau keabsahan
perbuatan hukum. Jika keberatan berhubungan dengan cacat formal, pihak perlu menjelaskan
persyaratan apa yang dianggap tidak terpenuhi. Jika keberatan menyangkut pelaksanaan kewajiban,
pihak perlu menguraikan fakta yang relevan. Kejelasan ini memudahkan pemeriksaan dan menghindari
perselisihan yang hanya didasarkan pada pernyataan umum.

Penyusunan dalil yang terarah juga penting untuk menjaga efisiensi pemeriksaan. Apabila para
pihak tidak menjelaskan pokok persoalan secara jelas, persidangan dapat berfokus pada masalah yang
kurang relevan atau berulang kali memperdebatkan hal yang sebenarnya tidak menjadi inti perkara.
Dengan mengidentifikasi objek sengketa dan dasar hukum sejak awal, proses pembuktian dapat berjalan
lebih teratur.

5. Implikasi terhadap praktik notaris dan kepastian dokumentasi

Pembahasan mengenai batas kekuatan pembuktian akta otentik juga mempunyai implikasi
terhadap praktik notaris. Ketelitian dalam pembuatan dan penyimpanan akta dapat membantu
meminimalkan sengketa mengenai persyaratan formal maupun kesesuaian dokumen. Notaris perlu
memastikan bahwa akta dibuat sesuai dengan ketentuan jabatan, keterangan yang dicatat disusun secara
jelas, serta dokumen pendukung dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku (Safira & Putra, 2022).

Di sisi lain, para pihak perlu memahami isi akta sebelum menyatakan persetujuan. Pemahaman
terhadap hak dan kewajiban yang dicantumkan dapat mengurangi risiko perselisihan akibat perbedaan
penafsiran. Para pihak juga perlu menyadari bahwa keterangan yang disampaikan dalam proses
pembuatan akta dapat mempunyai konsekuensi hukum. Karena itu, kebenaran keterangan dan ketelitian
membaca isi akta merupakan hal yang penting.

Kepastian dokumentasi tidak hanya bergantung pada proses penandatanganan. Pengelolaan
minuta, penerbitan salinan, dan pemeliharaan arsip sesuai dengan kewajiban jabatan juga diperlukan
agar akta dapat ditelusuri ketika dibutuhkan. Sistem dokumentasi yang baik membantu proses
pembuktian sekaligus memberikan perlindungan kepada para pihak apabila timbul sengketa di
kemudian hari.

6. Implikasi terhadap penerapan hukum pembuktian

Secara lebih luas, batas kekuatan pembuktian akta otentik menunjukkan bahwa penerapan
hukum pembuktian memerlukan penilaian yang terarah, bukan hanya pengakuan formal terhadap
dokumen. Pasal 1868, Pasal 1869, Pasal 1870, dan Pasal 1871 KUHPerdata mempunyai fungsi yang
saling berhubungan dalam menentukan status dan nilai pembuktian akta. Ketentuan tersebut perlu
diterapkan dengan memperhatikan perbedaan antara status autentik, ruang lingkup isi akta, dan
persoalan substantif yang dipersengketakan (Tumbuan, 1976).

Pasal 1868 menetapkan unsur akta otentik. Pasal 1869 memberikan gambaran mengenai akibat
ketika dokumen tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik. Pasal 1870 menetapkan kekuatan
pembuktian sempurna terhadap hal-hal yang termuat dalam akta bagi pihak-pihak yang ditentukan.
Sementara itu, Pasal 1871 mengingatkan bahwa keterangan yang berupa penuturan belaka mempunyai
batas pembuktian tertentu. Pembacaan secara bersama terhadap ketentuan tersebut membantu menjaga
konsistensi penilaian dan mencegah satu pasal digunakan tanpa memperhatikan hubungannya dengan
aturan lain.

Penerapan hukum pembuktian yang cermat dapat memberikan dua manfaat. Pertama, akta yang
dibuat sesuai dengan hukum memperoleh penghormatan terhadap kekuatan pembuktian yang dijamin
oleh undang-undang. Kedua, pihak yang mengajukan keberatan tetap memperoleh kesempatan untuk
membuktikan alasan yang relevan. Keduanya diperlukan untuk menciptakan proses peradilan yang
dapat memberikan kepastian sekaligus melindungi hak para pihak.

Dengan demikian, implikasi utama penelitian ini adalah perlunya pendekatan yang
membedakan status formal dokumen dari kebenaran setiap keterangan serta keabsahan perbuatan
hukum. Hakim perlu mengidentifikasi pokok keberatan, menilai bukti yang diajukan, dan menjelaskan
akibat hukum secara tepat. Pejabat pembuat akta perlu menjalankan kewenangan secara cermat,
sedangkan para pihak perlu memahami fungsi serta batas penggunaan akta (HIR, Pasal 165).Melalui
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pendekatan tersebut, akta otentik dapat tetap menjalankan fungsinya sebagai sarana kepastian hukum
tanpa menutup pemeriksaan terhadap persoalan yang memang mempunyai dasar hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai batas kekuatan pembuktian akta otentik dalam sengketa
perdata, dapat disimpulkan bahwa akta otentik mempunyai kedudukan istimewa dalam sistem
pembuktian hukum perdata Indonesia. Kedudukan tersebut didasarkan pada Pasal 1868 dan Pasal 1870
KUHPerdata. Akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di
hadapan pejabat umum yang berwenang, sehingga memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna
terhadap hal-hal yang tercakup di dalamnya. Keberadaan akta tersebut membantu memberikan
kepastian hukum bagi para pihak mengenai tindakan atau perbuatan hukum yang dicatat.

Meskipun demikian, kekuatan pembuktian akta otentik tidak bersifat mutlak. Batasnya
ditentukan oleh pemenuhan persyaratan autentisitas, kewenangan pejabat pembuat akta, bentuk
dokumen, serta ruang lingkup keterangan yang dapat dibuktikan melalui akta tersebut. Pasal 1869
KUHPerdata memperlihatkan bahwa akta yang tidak memenuhi syarat untuk diperlakukan sebagai akta
otentik dapat mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan apabila memenuhi persyaratan yang
ditentukan. Dengan demikian, hilangnya status otentik tidak selalu berarti hilangnya seluruh nilai
pembuktian dokumen.

Kekuatan pembuktian akta otentik juga harus dibedakan dari keabsahan perbuatan hukum yang
dicatat di dalamnya. Akta yang memenuhi persyaratan formal tidak secara otomatis menyelesaikan
setiap persoalan mengenai persetujuan, pelaksanaan kewajiban, atau keabsahan perjanjian (Salmah et
al., 2026).Apabila muncul keberatan yang mempunyai dasar hukum, persoalan tersebut harus diperiksa
berdasarkan ketentuan yang relevan dan bukti yang diajukan. Oleh karena itu, hakim perlu menentukan
apakah sengketa berkaitan dengan status autentik, kebenaran isi, atau keabsahan perbuatan hukum.

Pembuktian lawan (tegenbewijs) menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan antara
kepastian hukum dan keadilan. Pihak yang membantah akta perlu menyampaikan alasan hukum dan
bukti yang relevan. Penyangkalan sepihak tidak secara otomatis menghilangkan kekuatan pembuktian
akta, tetapi keberadaan akta juga tidak menghalangi pengadilan untuk memeriksa keberatan yang
mempunyai dasar hukum. Penilaian harus dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan jenis
keberatan, ruang lingkup isi akta, dan alat bukti yang tersedia (Dewantara et al., 2024).

Hakim mempunyai peran penting dalam menentukan kekuatan pembuktian akta otentik melalui
pemeriksaan yang cermat terhadap status dokumen, isi akta, dan keberatan yang diajukan.
Pertimbangan hakim harus menjelaskan alasan penerimaan atau penolakan suatu dalil serta akibat
hukum yang ditetapkan. Sementara itu, notaris harus menjalankan kewenangan dan kewajibannya
sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar akta yang dibuat mempunyai dasar autentisitas yang
jelas.

Dengan demikian, batas kekuatan pembuktian akta otentik merupakan bagian penting dari
sistem hukum pembuktian perdata. Akta otentik harus dihormati sebagai alat bukti yang memiliki
kekuatan pembuktian sesuai dengan undang-undang, tetapi penggunaannya tetap harus berada dalam
ruang lingkup yang benar. Keseimbangan antara kekuatan pembuktian, kesempatan mengajukan
pembuktian lawan, dan penilaian hakim diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada
para pihak serta mendukung tercapainya kepastian hukum dan keadilan dalam penyelesaian sengketa
perdata.

SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk
memperkuat penerapan hukum pembuktian akta otentik dalam sengketa perdata.
Pertama, notaris perlu meningkatkan ketelitian dan profesionalitas dalam menjalankan kewenangannya.
Pembuatan akta harus memperhatikan persyaratan formal, kewenangan jabatan, kejelasan isi, dan
ketepatan pencatatan keterangan para pihak (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014).Notaris juga perlu menjaga pengelolaan minuta dan protokol sesuai
dengan peraturan yang berlaku agar keaslian serta kesesuaian dokumen dapat diperiksa apabila sengketa
muncul.

Kedua, para pihak yang membuat perjanjian perlu membaca dan memahami isi akta sebelum
memberikan persetujuan. Mereka perlu memastikan bahwa identitas, objek, hak, kewajiban, serta
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keterangan yang dicantumkan telah sesuai dengan kehendak dan keadaan yang sebenarnya (Soeroso,
2016). Pemahaman tersebut dapat membantu mengurangi perselisihan mengenai isi perjanjian dan
mencegah penggunaan akta berdasarkan penafsiran yang tidak sesuai dengan kesepakatan.

Ketiga, hakim diharapkan melakukan penilaian secara cermat terhadap akta otentik dengan
membedakan kekuatan pembuktian lahiriah, formal, dan materiil. Apabila terdapat keberatan, hakim
perlu menilai dasar hukum dan bukti yang diajukan tanpa mengabaikan kedudukan akta sebagai alat
bukti yang kuat. Pertimbangan hukum dalam putusan perlu menjelaskan ruang lingkup kekuatan akta
dan alasan yang mendasari penerimaan atau penolakan pembuktian lawan.

Keempat, para pihak yang berperkara dan praktisi hukum perlu menyusun dalil serta
pembuktian secara terarah. Keberatan mengenai keotentikan dokumen, kebenaran isi, dan keabsahan
perbuatan hukum harus dibedakan agar dasar hukum dan alat bukti yang digunakan sesuai dengan
persoalan yang dipersengketakan.

Kelima, penelitian selanjutnya perlu mengembangkan analisis melalui kajian terhadap putusan
pengadilan yang relevan, khususnya perkara mengenai cacat formal akta, pemalsuan, perselisihan
mengenai persetujuan para pihak, serta kekuatan pembuktian salinan akta. Kajian terhadap putusan
secara langsung dapat membantu memperjelas bagaimana norma mengenai akta otentik diterapkan
dalam praktik peradilan dan bagaimana hakim menentukan akibat hukum atas keberatan yang terbukti.
Dengan pelaksanaan saran tersebut, penggunaan akta otentik diharapkan dapat memberikan kepastian
hukum yang lebih baik, mencegah perselisihan yang timbul akibat kekurangan dalam proses pembuatan
dokumen, serta menjaga hak para pihak dalam penyelesaian sengketa perdata.
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